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ABSTRAK 

TAUFIQ NUGROHO, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE STOP  SERVICE 

TERHADAP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SRAGEN, 

PENELITIAN HUKUM, 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah sebagai 

pelayan publik dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Servis terhadap 

Penanaman Modal di Kabupaten Sragen. Selain itu dalam penelitian ini juga 

dipaparkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

kebijakan One Stop Service dalam perijinan penanaman modal di Kabupaten 

Sragen. 

 Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dan eksplanatoris, dengan menggunakan metode pendekatan non 

doktrinal (socio legal research) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian ini di 

fokuskan di Kabupaten Sragen, dengan Sumber data berasal dari sumber primer 

melalui wawancara secara langsung pada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil 

setempat. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan sumber  data 

sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, buku, 

internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan kebijakan One Stop 

Service dan penanaman modal di Kabupaten Sragen. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa; pertama, Implementasi kebijakan One Stop Service 

terhadap penanaman modal di Kabupaten Sragen dilahirkan untuk memberikan 

kemudahan pelayanan dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, 

murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service). Kedua, bertolak 

dari hasil evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan One Stop Servis di Kabupaten 

Sragen, meski manfaat sudah sangat dirasakan, namun masih terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapi. Ketiga, sebagai upaya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dirumuskan 

kebijakan-kebijakan strategis untuk mewujudkan model ideal kebijakan One Stop 

Service kedepan yang sesuai perkembangan zaman. 

 Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan 

Hukum Administrasi Negara pada khususnya, memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang mekanisme perijinan dan pelayanan publik yang 

dilakukan pemerintah dan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya. Manfaat Praktis penelitian ini, 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi 

Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan peningkatan pelayanan publik 

untuk menunjukkan komitmen dan political will Pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam konsep welfare state.  

 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, One Stop Servis, Penanaman Modal. 
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ABSTRACT 

TAUFIQ NUGROHO, ONE STOP SERVICE POLICY IMPLEMENTATION 

OF INVESTMENT IN THE DISTRICT SRAGEN, RESEARCH LAW, 2016. 

 

This study aims to determine the role of the Government as a public 

servant in the execution of  the One Stop Services policy to Investment in Sragen. 

Additionally in this study were also presented  regarding obstacles encountered in 

implementing the One Stop Service policy in licensing investment in Sragen.  

Judging from its purpose, this study included qualitative descriptive 

research and explanatory, using non-doctrinal approach (socio legal research) are 

qualitative. The location of this research focused in Sragen, with the source 

information comes from primary sources by direct interviews on officials or the 

local Civil Servants. Also in this study used secondary sources information, 

including legislation, journals, literature, books, internet, research reports and so 

on related to One Stop Service policy and investment in Sragen.  

 Based on the results of research and discussion, it can be concluded; First, 

implementation of the One Stop Service policy towards investment in Sragen was 

born to provide service in the field of licensing with the principle of credible, 

easy, inexpensive, fast and transparent through one door (one stop service). 

Second, the evaluation results in implementation One Stop Service policy in 

Sragen, although the benefits are already keenly felt, but there are still some 

problems faced. Third, as an effort Sragen Local Government to address these 

issues, is necessary to formulate strategic policies to realize the ideal model of the 

future policy of One Stop Service which according to the times.  

Benefits of theoretical research is expected to provide benefits in the 

development of legal science in general and the State Administration Law in 

particular, ensuring that references and literature in the world literature on the 

mechanism of licensing and public services by the government and  as a reference 

to research similar to the next stage. Practical benefits of this study, expected to be 

used as consideration and recommendation for regional government in 

determining policies for improving public services demonstrate the commitment 

and political will on the Government in the welfare of society as described in the 

concept of the welfare state. 

 

Keywords: Public Service, One Stop Services, Investment. 
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